



















NIKITA LYDIA NOVIANI SUMITO 
 

































 Nikita Lydia Noviani Sumito, NIM : 02114062 Pengajuan Peninjauan 
Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan 
Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana 
atau ahli warisnya. Namun Mahkamah Agung melalui putusan No 55PK/Pid/1996 
mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di 
dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut 
Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Kemudian pada tahun 2016 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 menafsirkan 
bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya terpidana 
dan ahli warisnya yang boleh melakukan peninjauan kembali, Jaksa Penuntut 
Umum tidak berwenang melakukan Peninjauan Kembali. Tulisan ini dibuat 
berdasarkan penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: putusan 
Mahkamah Agung Nomor: 55PK/Pid/1996 yang mengabulkan peninjauan 
kembali dari jaksa penuntut umum merupakan pembaharuan hukum yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penafsiran yang dilakukan Mahkamah Agung 
dalam Putusan Nomor: 55PK/Pid/1996 telah menjadikan putusan ini sebagai 
Yurisprudensi untuk menerima peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa 
penuntut umum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 
menegaskan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berhak melakukan 
peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya. Berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi ini maka logika hukumnya adalah permohonan Peninjauan 
Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak pernah ada karena 
inkonstitusional. 















 Nikita Lydia Noviani Sumito, NIM : 02114062 Submission of Judicial 
Review by the Public Prosecutor. Article 263 paragraph (1) of KUHAP stating 
the Review is the last legal effort filed by the convicted person or his heir. 
However, the Supreme Court through Decision No. 55PK / Pid / 1996 granted the 
review submitted by the Public Prosecutor. In some Supreme Court rulings it is 
permissible for the Public Prosecutor to file a review. Then in 2016 the verdict 
Indonesian Constitutional Court Number No. 33 / PUU-XIV / 2016 interpret the 
meaning contained in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code 
only the convicted person and his / her heirs may conduct the review, the Public 
Prosecutor is not authorized to conduct the Review. This paper is based on 
normative research with the Legislative Approach and conceptual approach. The 
results of this study indicate that: Supreme Court decision Number: 55PK / Pid / 
1996 which grant the review of the public prosecutor is a legal reform conducted 
by the Supreme Court. The interpretation of the Supreme Court in Decision 
Number 55 /K / Pid / 1996 has made this decision as Jurisprudence to receive a 
review conducted by the public prosecutor. Decision of the Constitutional Court 
No. 33 / PUU-XIV / 2016 affirms that Article 263 paragraph (1) of the Criminal 
Procedure Code which is entitled to review is the convicted person and his heir. 
Based on the decision of this Constitutional Court, the legal logic is that the 
request of Judicial Review by the Public Prosecutor is considered never existed 
because it is unconstitutional. 
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 Berdasarkan hasil penulisan yang berisi uraian dan pembahasan diatas, 
penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 55PK/Pid/1996 tanggal 25 
Oktober 1996 yang mengabulkan peninjauan kembali dari jaksa penuntut 
umum pada kasus Muchtar Pakpahan merupakan pembaharuan hukum 
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penafsiran yang dilakukan 
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 55PK/Pid/1996 telah 
menjadikan putusan ini sebagai Yurisprudensi untuk menerima peninjauan 
kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum seperti dalam putusan 
perkara : RAM Gulumal (No.03PK/Pid/2001), Polycarpus 
(No.109PK/Pid/2007), Joko S Tjandra (No.12PK/Pid/2009). Dalam hal ini 
Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan dari 
putusan Mahkamah Agung No. 55 K/Pid/1996 tanggal 25 Oktober atas 
Peninjauan Kembali pada kasus Muchtar Pakpahan. 
2. Dalam  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 
12 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru hanya 
menegaskan kembali makna substansi Pasal 263 ayat (1) KUHAP. 
Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa ada empat landasan pokok 
  
 
yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas 
tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 KUHAP, yaitu: Pertama, 
Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak). Kedua, 
Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, Permohonan Peninjauan 
Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Keempat, 
Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan. 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIV/2016 maka 
logika hukumnya adalah permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa 
Penuntut Umum dan Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan 
permohonan tersebut dianggap tidak pernah ada karena inkonstitusional. 
Dengan demikian putusan Peninjauan Kembali atas nama Muchtar 
Pakpahan (No. 55PK/Pid/1996), RAM Gulumal (No. 03PK/Pid/2001), 
Polycarpus (No. 109PK/Pid/2007) dan Joko S Tjandra (No. 
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